PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES

NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG :

1. PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANK BREBES '

2. TANGGUNG

JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

PERUSAHAAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

Menimbang : a.

bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan
perkembangan serta  lebih memberikan
kepercayaan terhadap masyarakat dalam
rangka meningkatkan dan mengembangkan
potensi perusahaan agar lebih berperan aktif
dalam pembangunan ekonomi daerah;

bahwa untuk mewujudkan Perusahaan Umum
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes
yang sehat, kuat, produktif, dan memiliki daya
saing agar mampu melayani masyarakat;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Brebes
Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Puspakencana
Brebes (Lembaran Daerah kabupaten Brebes
Tahun 2001 Nomor 35 Seri D), sudah tidak
sesuai dengan perkembangan dan keadaan

sehingga perlu dicabut;

- hahwa unava 11tk mewitiiiidkan keseiahteraan

SALINAN



bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

untuk upaya sebagaimana dimaksud huruf d
dapat terlaksana dengan baik dan -efektif
apabila terjalin hubungan yang sinergis dan
berkelanjutan antara pemerintah daerah,
pelaku usaha, dan masyarakat;

bahwa pelaku dunia usaha harus memperoleh
kemudahan dan perlindungan dalam berusaha,
serta pemberian kesempatan yang lebih luas
untuk berperan serta dalam pemberdayaan
sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian

lingkungan dalam segala aspeknya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

Mengingat

dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf
d, huruf e, dan huruf f serta hasil pembicaraan
dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal
7 Januari 2019 maka perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Brebes.

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Ba‘rat, dan dalam Daerah
Istimewa Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16
dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota
Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
551);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Negara Republik
Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1969 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor S5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Déya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3472) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomgr 10 Tahun 1998
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 1821, Tambahan Lembaran



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 3843);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4576);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4967);



16.

17.

18.

19.

20.

21,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang  Perlindungan dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentahg Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5253);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daeran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 3321);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005



22.

23.

24,

25.

26.

27.

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007
tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal
dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa
Tengah di Muara Sungai Kaligangsa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4713);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5111);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5142);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012
tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran
Negara Republik Indone‘sia Tahun 2012 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5305);

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 50/HUK/2005,  tentang Pedoman



Menetapkan

KESATU

KEDUA

28.

29.

30.

Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia
Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program
Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan
Program Bina Lingkungan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik
Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor
10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor
14A);

MEMUTUSKAN

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Brebes tentang Perusahaan Umum
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes
dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan sebagaimana tercantum pada
lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari keputusan ini.

Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati
Brebes untuk dapat ditindaklanjuti

sebagaimana mestinya.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 7 Januari 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN BREBES

e b,

ILLIA AMIN

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

Bupati Brebes;

Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;

Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.

AR <





